BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis

deskripsikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1.

Pelaksanaan peranan Badan Pertanahan Nasional dalam pensertipikatan hak milik atas
tanah ulayat di Kabupaten Tanah Datar yaitu: Pengumpulan dan pengelolaan data
fisik, Pembuktian hak baru serta pembukuannya hingga memfasilitasi
penerbitan sertifikat.

Pelaksanaan kebijakan Badan Pertanahan Nasional dalam pendaftaran hak
milik atas tanah ulayat di Kabupaten Tanah Datar yaitu: a. Peninjauan
Lapangan dan Sosialisasi, b. Sosialisasi Persiapan Tanda Batas, c.
Pemasangan Tanda Batas, d. Pengukuran, e. Pemeriksaan tanah atau
peninjauan lapangan bersama Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran
Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar, f. Pendaftaran permohonan HPL,
g. Pemeriksaan berkas permohonan HPL oleh Kementrian ATR/BPN, h.
Penerbitan sertipikat. Kebijakan yang dilakukan olehn BPN pada intinya,
mencerminkan upaya BPN untuk menciptakan sistem yang adil, transparan,
dan efisien dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat terkait

hak milik atas tanah ulayat.

B. Saran

1. BPN diharapkan untuk terus terlibat aktif dalam inisiatif pembangunan

berkelanjutan yang melibatkan tanah ulayat, serta melakukan evaluasi dan

pembaharuan secara berkala terhadap pendaftaran tanah ulayat.
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2. Masyarakat adat selaku subjek yang dituju dalam pelaksanaan pensertifikatan
hak milik atas tanah ulayat di Kabupaten Tanah Datar melalui program Pilot
Project dengan adanya program ini agar bisa memanfaatkan tanah ulayatnya

dan terhindar dari kemungkinan sengketa yang akan terjadi.
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